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5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perubahan
mekanisme pemilihan Bamus di Nagari Gunung Medan dari perwakilan suku
ke perwakilan jorong pasca berlakunya Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor 37 Tahun 2021, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut:

1)Terjadinya perubahan mekanisme pemilihan Bamus di Nagari Gunung
Medan, Kecamatan Situng, Kabupaten Dharmasraya adalah regulasi
peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 tentang Badan
permusyawaratan Nagari yang sebelumnya perwakilan BAMUS dari
perwakilan suku yang mana dari perwakilan ini tidak mewakili semua
unsur yang ada sehingga aspirasi masyarakat tidak tersampaikan lalu
dengan adanya regulasi peraturan Bupati Dharmasraya terjadi perbuhan
sistem pemilihan BAMUS menjadi perwakilan jorong yang mana dari
perwakilan jorong ini setiap jorong memiliki wakilnya sehingga semua

unsur terpenuhi dan aspirasi tersampaikan

2)setelah adanya regulasi peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun
2021 anggota Bamus ini tidak mewakili unsur masyarakat yang penting ada
perwakilan calon setiap jorong baik dari calon niniak mamak,alim ualam,
cadiak pandai maupun bundo kandung.sehingga keterbatasan pemahaman
sebagian anggota Bamus dan masyarakat terhadap perubahan sistem
perwakilan dari suku menjadi jorong yang berpikir dengan sistem

perwakilan jorong menghilangkan sistem adat yang ada diminangkabau.

3) Tinjauan kebijakan pemilihan anggota Bamus regulasi peraturan Bupati
Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 melalui perwakilan jorong ditinjau

dari Siyasah Tasyri’iyah(kebijakan) artinya bahwa pemilihan Bamus itu
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sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.pemda Dharmasraya sudah
melakukan kebijikan sesuai dari sudut pandang Siyasah Tasyri’iyah bahwa
sudah sesuai kebijakan. Bupati Dharmasraya yang mencerminkan
kebutuhan masyarakat dan pemilihan itu dilakukan dengan sistem
musyawarah, keadilan dan kemaslahatan. Dalam Siyasah Tasyri’iyah
sebuah permerintahan boleh melakuan kebijakan,kebijakan yang diambil
oleh harus menjamin kemaslahatan bagi masyarakat,memberikan
kejaminaan terhadap hak-hak masyarakat dan keadilan masyrakat. Dalam
menerbitkan regulasi peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 37 Tahun
2021 ini sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat karena calon anggota
Bamus ini dipilih dengan musyawarah yang di lakuan oleh kepala jorong
bersama lembaga masyarakat jorong masing-masing, sehingga setiap
jorong memiliki wakil-wakilnya sehingga disitulah tercipatanya unsur
keadilan bagi semua masyarakat jorong. Makan dengan berlakunya regulasi
Bupati sehingga memunculkan maslahatan bagi masyarakat jorong masing-
masing dengan adanya wakil masing-masing jorong maka akan terciptanya
kesatuaan karena masing-masing jorong sudah memiliki wakil dan tidak
ada iri antar jorong sehingga terjaga,terpilihara ukhuwah/pesatuan dan

persaudaraan masyarakat terjaga. Dengan adanya wakil setiap jorong

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa
saran sebagai berikut:
Bagi Pemerintah Nagari Gunung Medan

Diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan mengenai mekanisme
pemilihan Bamus berbasis jorong agar masyarakat memahami dasar
hukum dan tujuan perubahan tersebut. Proses pemilihan harus tetap
mengedepankan prinsip musyawarah dan transparansi. Bagi Perlu
dilakukan evaluasi berkala terhadap implementasi Peraturan Bupati

Dharmasraya Nomor 37 Tahun 2021 untuk memastikan bahwa
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mekanisme baru benar-benar meningkatkan kualitas representasi dan
tidak menimbulkan konflik sosial di tingkat nagari.
Bagi Ninik Mamak dan Tokoh Adat

Diharapkan tetap berperan aktif dalam memberikan
pertimbangan moral dan sosial dalam proses pemilihan Bamus,
sehingga nilai adat dan prinsip syura tetap terintegrasi dalam sistem
yang baru. Dengan demikian, perubahan mekanisme pemilihan Bamus
hendaknya dipandang sebagai bagian dari dinamika hukum dan
pemerintahan nagari yang bertujuan mewujudkan Kkeadilan,
kemaslahatan, dan tata kelola yang lebih baik sesuai prinsip syariat dan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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